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Narkotika adalah obat yang jika disalahgunakan akan membahayakan fisik dan mental. Oleh karena itu SEMA No. 4 Tahun 2010 Tentang “Penempatan Penyalahgunaan,  Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial” mewajibkan bagi penyalahguna (Pecandu) Narkotika untuk diberi rehabilitasi, baik yang bersifat medis maupun sosial. Berkaitan dengan Rehabilitasi sosial, telah diatur dalam Peraturan Menteri Sosial No. 26 tahun 2012 tentang “Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Dan Zat Adiktif Lainnya”. Tujuan skripsi ini untuk mengetahui pelaksanaan rehabilitasi sosial di UPT ANKN bagi korban NAPZA di Surabaya dikaitkan dengan Peraturan Menteri Sosial RI No. 26 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA dan untuk mengetahui kiat – kiat UPT ANKN Surabaya dalam meraih keberhasilan pelaksanaan rehabilitasi sosial  bagi korban NAPZA. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan tujuan menggambarkan rehabilitasi sosial penyalahgunaan napza di panti rehabilitasi ANKN Surabaya. Data dalam penelitian berupa data primer dan sekunder yang di peroleh dengan cara wawancara dengan informan, observasi dan dokumentasi, data yang terkumpul akan di analisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa pelaksanaan rehabilitasi sosial penyalahgunaan napza di panti rehabilitasi ANKN Surabaya sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial No. 26 tahun 2012 tentang “Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Dan Zat Adiktif Lainnya” yaitu melalui tahap awal, Pendekatan awal, Pengungkapan dan pemahaman masalah, Penyusunan rencana pemecahan masalah, Tahap pemecahan masalah / tahap pembinaan dan bimbingan (intervention), Evaluasi, terminasi dan rujukan, Pembinaan lanjut (aftercare). Kiat-kiat yang dilakukan oleh panti rehabilitasi ANKN Surabaya dalam melaksanakan rehabilitasi Sosial meliputi Memberi semangat pada  para pecandu narkoba dengan cara mengajak bicara dan berkeliling ke kamar-kamar warga binaan, sehingga warga binaan mempunyai semangat untuk rajin mengikuti tahapan rehabilitasi, Mengajak warga binaan untuk melakukan berbagai kegiatan sesuai dengan bakat dan minat serta potensinya sebagai bekal jika sudah dinyatakan sembuh dan diijinkan pulang. Warga binaan diupayakan untuk selalu sibuk agar tidak punya waktu luang untuk  berkumpul dengan pecandu narkoba dan mempunyai kegiatan yang positif, Mengadakan ceramah keagamaan dan ceramah-ceramah  sosial agar warga binaan dapat sabar dan mampu mengendalikan emosinya.












Narcotics are the illegal drugs known, if we misuse them, it will harm our physicality and mentality. Because of that, the rules that are written on SEMA number 4, 2010, said “the placing and misuse and the victims of it, will be put into the registered governmental drugs health and social rehabilitations.” It intended to the drug addicts to be rehabilitated in those institutions, whether it’s heal or social rehabilitations. The case of social rehabs, it had been arranged in the laws of social minister number 26, 2012. It’s about “The standard of social rehabilitation of drug addicts, psychotropic, and other addictive chemicals.” ​The method of this research is empiric with the task to portray the misuse of narcotics that took place in social rehabilitation, ANKN Surabaya. The data of this research have primary and secondary form that is based from the interviews with the informants and documented observations. The collected date will be analyzed qualitatively. The purpose of this essay to examine the implementation of social rehabilitation in the UPT ANKN for victims of drug in Surabaya is associated with the Regulation of the Minister of Social Affairs No. 26 Year 2012 on Standards of Social Rehabilitation of Drug Abuse Victims and to learn tips - tips UPT ANKN Surabaya in achieving the successful implementation of social rehabilitation for victims of drug.  Results ofthis studydescribe that implementation of social rehabilitation of victims drug abuse has been appropriate with social minister rule no 12/2016 about “standard social rehabilitation of victims drug abuse and other addictive substances” through the first stage, first approach, disclosure and understanding of the problem, the planning of solving the problem, troubleshooting stages, development stage and intervention, evaluation, termination and references, and last is aftercare. The way of rehabilitation center to conduct social rehabilitation covering encouraging drug addicts with start talk with them, and walking around to addict’s room so that they will have a passion to finish a rehabilitation program, Invites them to perform various activities according to their talents and interests and potentialas a preparation if it has been recovered. They should be always keep busy and also has positive activities. Held a religious lecture, and social lecture so that they can be patient and able to control their emotion.








Banyak sekali masalah pidana yang ada di Indonesia. Salah satu yang terkait masalah pidana adalah narkotika. Narkotika sangat bermanfaat bagi kepentingan manusia, khususnya untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan. Hal ini jika digunakan dengan dosis yang tepat dan di bawah pengawasan dokter atau psikiater demi kepentingan pengobatan atau penelitian. Narkotika apabila digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat membahayakan kesehatan manusia. 
Narkotika adalah drugs yang mempunyai pengaruh terhadap fisik dan mental. Narkotika pada saat ini sering digunakan untuk hal-hal negatif. Hal ini terbukti dengan adanya data dari BNN, yang menjelaskan jumlah pecandu narkotika  di Indonesia  pada tahun 2010 mencapai 3,6 juta orang, dan meningkat lagi pada tahun 2014 menjadi 4,5 juta. Penggunaan narkotika sudah menyebar di berbagai kalangan, mulai dari kelas bawah sampai dengan kelas atas, mereka  pun berasal dari berbagai usia, dari anak-anak sampai yang sudah tua sekalipun, untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.1
Pecandu Narkoba di Surabaya















Sumber  : KomPol Prajitno, S.H Bagian KAUR BIN OPS Satuan Reserse Narkoba di Kantor Polisi Resort Kota Besar Surabaya

Tabel 1 menunjukan  bahwa jumlah pecandu meningkat pada bulan Juni Tahun 2014 yaitu terdapat 4 anak, 41 remaja, dan 67 dewasa. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan generasi muda yang hancur dikarenakan mengkonsumsi narkoba. 

Tabel 1.2
Pecandu Narkoba di Surabaya















Sumber  : KomPol Prajitno, S.H Bagian KAUR BIN OPS Satuan Reserse Narkoba di Kantor Polisi Resort Kota Besar Surabaya

Tabel 2 diatas menggambarkan bahwa pecandu narkoba tertinggi berada pada kelas perekonomian atas. Hal ini dapat diketahui bahwa narkotika merupakan suatu yang digunakan oleh masyarakat kelas atas atau dapat disebut “highclass” karena harganya yang mahal. Hal ini  tidak menutup kemungkinan masyarakat kelas bawah atau menengah mengkonsumsinya, pada awal mulanya dari “coba-coba”, “dikasih”, “diiming-iming”, menjadi suatu ketergantungan sehingga membuat mereka melakukan apa saja untuk meendapatkan narkoba. Kebanyakan mereka yang berada dikelas atas menggunakan narkoba karena gaya hidup dan pengaruh lingkungan.
Pemerintah telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Selanjutnya disebut UU Narkotika). Pasal 54 UU  Narkotika menyebutkan : “bahwa setiap pengguna narkotika yang telah divonis pengadilan terbukti tidak mengedarkan atau memproduksi narkotika”, dalam hal ini mereka hanya sebatas pengguna saja, maka mereka wajib mendapatkan pelayanan rehabilitasi. Melihat hal tersebut, UU ini memberikan kesempatan bagi para pecandu yang sudah terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika agar dapat terbebas dari kondisi tersebut dan dapat kembali melanjutkan hidupnya secara sehat dan normal.
Pecandu narkotika yang di atur dalam Pasal 54 UU Narkotika berbunyi bahwa “pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Bulan Mei 2012, Sistem database Pemasyarakatan mencatat jumlah pecandu yang  masuk  Lembaga  Pemasyarakatan Pidana Khusus mencapai 24.237 orang. Jumlah  ini menempati urutan kedua paling banyak setelah bandar Napza, yang jumlahnya 27.282 orang.  Adapun jumlah penghuni Lapas Klas 1 Surabaya keseluruhan berjumlah 793 orang. Jumlah yang menjadi warga binaan dalam kasus narkotika adalah 447 orang, Rinciannya adalah pengedar 148 orang dan pecandu adalah 292 orang.
Mahkamah Agung  berdasarkan Pasal 103 UU Narkotika mengambil langkah maju, didalam membangun paradigma penghentian kriminalisasi atau dekriminalisasi terhadap pecandu narkotika. Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penetapan Penyalahguna, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. SEMA Nomor 4 Tahun 2010  ini dapat dipergunakan sebagai dasar pertimbangan atau acuan Lembaga Sosial  dalam memulihkan pecandu narkoba.
Program Negara untuk merehabilitasi pecandu narkoba sangat serius, mengingat program tersebut agar berjalan dengan mulus dan lancar di dukung oleh beberapa aturan :
1.	Undang – Undang  no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
2.	Peraturan pemerintah (PP) No. 25 / 2011, Gubernur, Bupati dan walikota dan lembaga pemerintahan yang lain, wajib dan bertanggung jawab ikut serta menanggulangi dampak penyalagunaan narkoba. Dalam peraturan pemerintah tersebut juga diatur kewajiban kepada para pecandu, agar melapor kepada institusi penyelenggara wajib lapor (IPWL) pecandu narkoba. 
3.	Permensos RI no. 56/HUK/2009 tentang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalagunaan NAPZA.
4.	Permensos RI no. 26/2012 tentang Standar Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA.
5.	SEMA no. 04 tahun 2010 dan 03/2011 tentang Penempatan Pecandu di Rehab Medis dan Sosial
6.	PP no. 41 tahun 2007 mengenai UPT Dinsos Provinsi Jatim yang melaksanakan tugas di bidang Pelayanan dan Rehabilitasi, Bantuan Bimbingan, Pengembangan dan Resosialisasi dan juga Pembinaan Lanjut bagi Anak Nakal dan Korban NAPZA
7.	Perber 7 kementerian / lembaga yaitu Mahkamah Agung RI, Kementerian Hukum dan Ham RI, Kementerian kesehatan RI, Kementerian Sosial RI, Kejaksaan Agung RI, Kepolisian Negara RI dan kepala BNN RI tahun 2014 tentang penanganan pecandu narkotika dan korban penyalagunaan narkotika diberikan pengobatan, perawatan dan pemulihan pada lembaga rehabilitasi medis maupun sosial.
8.	Perda pemprov Jatim no. 9 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur 
Salah satu solusi untuk mengatasi kepadatan Lembaga Pemasyarakatan,  maka pecandu diharapkan di masukan lembaga sosial untuk di rehabilitasi, bukan di masukan Lembaga Pemasyarakatan. Rehabilitasi sangat penting untuk memulihkan dan mengobati pecandu narkoba. Rehabilitasi juga penting sebagai upaya pemberantasan narkotika, karena mereka yang sudah pulih diharapkan tidak lagi sebagai konsumen narkoba
Pemerintah Kota Surabaya memiliki Lembaga yang menangani rehabilitasi sosial khusus pecandu narkoba yaitu Unit Pelayanan Terpadu  Rehabilitasi Sosial Anak Nakal dan Korban Napza ( UPT ANKN). UPT ANKN ini bertujuan untuk merealisasikan program rehabilitasi social terhadap korban NAPZA. Nama UPT ini telah beberapa kali mengalami perubahan, dari mulai Wisma Teratai, Panti Rehabiitasi Korban Narkoba (PRKN) Teratai, Panti Rehabilitasi Sosial Korban Napza (PRSKN) Teratai, Panti Rehabilitasi Sosial Pamardi Putra (PRSPP) Teratai. UPT ANKN merupakan Unit Pelaksana Teknis  Dinsos Propinsi Jatim yang melaksanakan tugas di bidang rehabilitasi sosial korban NAPZA. Kegiatananya berbentuk pelayanan dan rehabilitasi, bantuan bimbingan, pengembangan dan resosialisasi juga pembinaan lanjut bagi anak nakal dan korban NAPZA .
Berkaitan dengan metode rehabilitasi social yang diterapkan di lokasi korban NAPZA, juga mengalami pergeseran sesuai dengan fungsi. Fungsinya dari mulai rehabilitasi klasik, seperti pecandu dimandikan dan pendekatan klasikal guru dan murid,  metode reguler yang mulai memakai metoda ilmiah, sampai gabungan antara metode reguler dan therapeutic community (TC) bagi yang masih ketergantungan NAPZA. 
Pentingnya Lembaga Sosial yang bertujuan untuk merehabilitasi pecandu narkoba inilah, maka skripsi ini ditulis dengan mengangkat hal tersebut sebagai topik penelitian dengan judul “ PENEGAKAN PERATURAN MENTERI SOSIAL RI No. 26 TAHUN 2012 TENTANG STANDAR REHABILITASI SOSIAL KORBAN PENYALAGUNAAN NAPZA” .

Rumusan Masalah 
Uraian latar belakang di atas, mendasari dirumuskannya permasalahan  Penelitian sebagai berikut:
1.	Bagaimanakah pelaksanaan rehabilitasi sosial di UPT ANKN  bagi korban NAPZA di Surabaya jika dikaitkan dengan Peraturan Menteri Sosial RI No. 26 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA  ?
2.	Apa kiat - kiat UPT ANKN Surabaya untuk keberhasilan pelaksanaan rehabilitasi  sosial bagi korban napza  ?

Tujuan Penelitian
1.	Mengetahui pelaksanaan rehabilitasi sosial di UPT ANKN bagi korban NAPZA di Surabaya dikaitkan dengan Peraturan Menteri Sosial RI No. 26 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA  
2.	Mengetahui kiat – kiat UPT ANKN Surabaya dalam meraih keberhasilan pelaksanaan rehabilitasi sosial  bagi korban NAPZA

METODE PENELITIAN
Lokasi penelitian ini yaitu UPT Rehabilitasi Sosial Anak Nakal dan Korban Napza (ANKN) Jl. Balongsari Dalam No. 1 Manukan – Surabaya. UPT ANKN ini dijadikan lokasi penelitian, karena korban penyalahgunaan Napza yang sudah dianggap dapat bersosialisasi dengan masyarakat (sudah dipulangkan) belum pernah ada yang kembali ke UPT tersebut.
Data dalam penelitian ini terdiri atas 2 (dua) jenis data, yakni: 
Data primer, yaitu data dan informasi yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan  informan. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari Perundang-Undangan dan buku yang terkait dengan permasalahan yang dikaji.
Informan akan diambil secara purposive. Teknik purposive  adalah teknik penentuan informan berdasarkan tingkat pemahamannya yang sesuai dengan permasalahan penelitian. 
Adapun informan pada penelitian ini sebagai berikut :
1.	Bu Nenden Desnawati selaku  pekerja sosial bagian tata usaha di rehabilitasi sosial (ANKN) dan Herwin Aswir selaku coordinator Therapeutic Community ( Tc ).
2.	 Suryohadi, Irvan Hardian Wibowo selaku pecandu yang menjadi penghuni rehabilitasi di UPT Rehabilitasi Sosial Anak Nakal dan Korban Napza (ANKN) di Jalan Balongsari Dalam no.1 Manukan Surabaya. Informan tersebut merupakan warga binaan tertua.
Data di kumpulkan dengan teknik wawancara yang mendalam untuk memperoleh data tentang pelaksanaan rehabilitasi dan kiat - kiat untuk merehabilitasi pecandu narkoba. Data juga di peroleh melalui observasi yaitu melihat langsung proses rehabilitasi di lapangan. Teknik berikutnya dengan dokumentasi untuk melihat jumlah pecandu yang di rehabilitasi, pedoman rehabilitasi, jumlah petugas yang melakukan rehabilitasi, struktur Lembaga Rehabilitasi.
Data yang diperoleh akan dipilah, direduksi dan disesuaikan dengan permasalahan penelitian kemudian di analisis. Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono, selama proses pengumpulan data, dilakukan tiga kegiatan penting ​[1]​, yaitu: 
1.	Reduksi data, merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan di lapangan.
2.	Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, flowchart, dan sejenisnya agar peneliti dapat memahami dan merencanakan tindakan selanjutnya yang akan dilakukan
Tahap terakhir pengolahan data yaitu analisis data. Analisis data merupakan verifikasi data. Berawal dari pengumpulan data, peneliti mencari arti dari hubungan-hubungan, mencatat pola-pola dan menarik kesimpulan yang masih bersifat sementara yang akan terus berubah selama proses pengumpulan data berlangsung. Akan tetapi jika kesimpulan tersebut didukung oleh data yang valid dan konsisten, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.	
Data yang dikumpulkan akan dianalisis secara kualitatif, yakni menjabarkan data yang tersedia kemudian melakukan uraian dan penafsiran dengan kalimat - kalimat sehingga diperoleh bahasan atau paparan yang sistematis dan dapat dimengerti. 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A.	Hasil Penelitian
Gambaran umum Unit Pelayanan Terpadu  Rehabilitasi Sosial Anak Nakal Korban Napza  Surabaya
UPT Rehsos ANKN Surabaya merupakan gabungan dua UPT Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, yaitu UPT yang menangani korban NAPZA  (dahulunya PRSPP Teratai Surabaya, Jl. Balongsari Dalam I nomor 1) dan UPT yang menangani anak nakal (PRSMP Adika Surabaya, Jl. Dukuh Kupang Timur XII A/1). Awalnya, merupakan satu-satunya UPT Departemen Sosial yang merehabilitasi Korban Penyalahgunaan NAPZA di Jawa Timur.
Pada awal berdirinya diberi nama Wisma Teratai pada tahun 1979, belum  memiliki cabang. Banyaknya permasalahan, utamanya masalah kenakalan anak, maka  pada tanggal 12 Juli tahun 1987 melakukan pengembangan ke Jalan Dukuh Kupang Timur XII A/1 Surabaya, dengan nama Panti Rehabilitasi Marsudi Putra Adika (PSMP). Nama PSM kemudian berubah menjadi Panti Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Adika (PRSMP) khusus melaksanakan pelayanan rehabilitasi klien anak nakal.
Nama dan fungsi UPT ini telah beberapa kali mengalami perubahan, dari mulai Wisma Teratai, PRKN (Panti Rehabiitasi Korban Narkoba) Teratai, PRSKN (Panti Rehabilitasi Sosial Korban NAPZA) Teratai, PRSPP (Panti Rehabilitasi Sosial Pamardi Putra) Teratai. Sejalan dengan berubahnya kebijakan, termasuk bergulirnya semangat desentralisasi, dan berdasarkan amanat PP 41 tahun 2007 UPT Rehabilitasi Sosial ANKN dijadikan Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur yang melaksanakan tugas di bidang Pelayanan dan Rehabilitasi, Bantuan Bimbingan, Pengembangan dan Resosialisasi dan juga Pembinaan Lanjut bagi anak nakal dan korban NAPZA.
Berkaitan dengan metode rehabilitasi yang diterapkan di lokasi korban NAPZA, juga mengalami pergeseran sesuai dengan fungsi. Dari mulai rehabilitasi klasik, seperti pecandu dimandikan dan pendekatan klasikal guru dan murid,  metode reguler yang mulai memakai metoda ilmiah, sampai gabungan antara metode reguler dan therapeutic community (TC) bagi yang masih ketergantungan NAPZA.
Unit Pelayanan Terpadu  Rehabilitasi Sosial Anak Nakal Korban Napza memiliki visi dan misi yaitu :
Visi dan Misi :
Terwujudnya peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan sosial Anak Nakal dan Korban NAPZA
1.	Melaksanakan pelayanan, perawatan dan rehabilitasi sosial bagi korban NAPZA dan anak nakal. Bagi korban NAPZA,  baik yang masih ketergantungan maupun eks pecandu
2.	Memperluas jaringan kerja dengan instansi terkait/stakeholder untuk menangani korban penyalahguna NAPZA dan anak nakal.
3.	Melaksanakan penyuluhan dan pencegahan bagi kelompok-kelompok yang rawan terhadap kenakalan anak dan penyalahgunaan NAPZA
4.	Memberikan konseling bagi orang tua, keluarga anak nakal dan korban NAPZA serta masyarakat

Tujuan :
1.	Pulihnya kepribadian, sikap mental / kemampuan anak sehingga mampu melaksanakan fungsi sosialnya
2.	Hidup sehat dan bebas tanpa NAPZA

Tabel 3.1









Sumber : Herwin Aswir  Koordinator therapeutic community Rehabilitasi Sosial Anak Nakal dan Korban Napza 

Tabel di atas menunjukkan pecandu narkotika dari Tahun 2010 sampai dengan 2014 mengalami pergolakan yang tidak stabil pada jumlah pecandu narkotika. Tahun 2010-2012 jumlah pecandu narkotika mengalami kenaikan, dibandingkan pada tahun 2012-2013 terjadi penurunan angka hampir mencapai setengah dari jumlah tahun 2012 yakni berjumlah 15 pecandu. Namun pada akhirnya pada tahun 2014 mengalami kenaikan angka sebesar 11 pecandu. Data menunjukan dari tahun 2010-2014 korban penyalahgunaan Napza di UPT ANKN Surabaya berjumlah 65 orang.

Hasil Wawancara dengan Petugas Berkaitan Dengan Tahapan Rehabilitasi
Wawancara dengan petugas Rehabilitasi Sosial ANKN Surabaya di Balongsari pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2015 berlangsung dari pukul 09.00 WIB sampai pukul 15.00 WIB . Wawancara dilakukan dengan dua informan antara lain :
1.	Bapak Herwin Aswir selaku Ketua Koor Program TC  Rehabilitasi Sosial ANKN di Surabaya, Balongsari pada tanggal 17 Februari 2015 dari pukul 09.00 WIB sampai pukul 15.00 WIB
2.	Ibu Nenden Desnawati selaku Bagian Tata Usaha Rehabilitasi Sosial ANKN  di Surabaya, Balongsari pada tanggal 17 Februari 2015 dari pukul 09.00 WIB sampai pukul 15.00 WIB
Hasil wawancara dengan petugas Rehabilitasi Sosial ANKN di Balongsari Surabaya menghasilkan data tentang proses pelaksanaan  rehabilitasi. Proses pelaksanaan rehabilitasi berada di  bawah naungan Unit Pelayanan Terpadu Rehabilitasi Sosial Anak Nakal dan Korban Napza. Adapun tahapan Pelayanan dan Rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan Napza sebagai berikut :
1.	Pendekatan awal (engagement, intake, contact and contract)








2)	Pengecekansurat-surat, kesepakatan kontrak pelayanan
3)	Pencatatan ke dalam buku registrasi








3)	Pengenalan lingkungan UPT Rehsos ANKN
4)	Bhakti UPT
5)	Pembangkitan motivasi (misalnya outbond, emotional interview untuk klien TC, dll)
6)	Pengenalan program (walking paper untuk TC dan pencegahan kekambuhan)
7)	Case conference

2.	Pengungkapan dan pemahaman masalah (assessment)
a.	Observasi dan wawancara klien
b.	Penggalian bakat, minat serta potensi dan rencana masa depan klien
c.	Tes psikologi
d.	Tes tulis semua pelajaran termasuk keterampilan
e.	Case conference
f.	Penempatan pada program pelayanan sesuai dengan minat dan bakat
3.	Penyusunan rencana pemecahan masalah (planning)
a.	Penyusunan kurikulum dan jadwal kegiatan
b.	Menyusun kebutuhan instruktur
c.	Membuat kontrak dengan instruktur
d.	Rapat penjelasan program kepada semua pemangku kepentingan
e.	Merencanakan semua kebutuhan penunjang
f.	Case conference
4.	Tahap pemecahan masalah/tahap pembinaan dan bimbingan (intervention)
a.	Pembinaan
1)	Bimbingan fisik
Permakanan, pemeliharaan kesehatan-kebersihan dan kerapian diri, tes urine secara berkala, spot check-registrasi dan pengasramaan, VCT, olah raga, senam SKJ/jalan-jalan pagi, aerobik, baris berbaris, permainan kreatifitas, kesehatan lingkungan, dll)
2)	Bimbingan mental - spiritual (keagamaan)
Ceramah agama, belajar Al-qur’an/iqro, ceramah agama/etika beragama, belajar shalat, imam tarawih dan kultum, shalat tahajud/shalat dhuha, peringatan hari besar agama, ruqyah, dan lain-lain.
3)	Bimbingan mental-intelektual
Rona-rona kapita selekta, penyuluhan kesehatan, penyadaran hukum, pengenalan program UPT, pencegahan NAPZA, perpustakaan dan mading, untuk TC berbagai seminar di kelas, testimoni.	
4)	Bimbingan mental-psikologi
Konsultasi psikologi, penyuluhan psikologi, tes psikologi, kedisiplinan/PUD.
5)	Bimbingan sosial
Pra outbond, outbond, morning meeting, pembekalan PBK/magang, terapi kelompok/dinamika kelompok, etika dan budi pekerti, relasi dan komunikasi, pemberian motivasi dan bimbingan hidup, manusia dan perkembangannya, perilaku menyimpang, khusus TC 4 strucrures 5 pillars, unwritten philosophy, dll
6)	Bimbingan dan pelatihan keterampilan
Keterampilan service sepeda motor dan tambal ban, service mobil dan stir, las (listrik dan asetilin), dan kewirausahaan. Di AN, tanpa keterampilan service mobil. Tambahan TC survival skill untuk recovery
b.	Home visit
c.	Resosialisasi/re-integrasi
1)	Family support group (FSG)
2)	Peer Support group
3)	Kos, magang, kembali ke sekolah, kuliah, bekerja, membuka usaha sendiri.
d.	Case conference
5.	Evaluasi, terminasi dan rujukan
a.	Penilaian kekurangan dan kelebihan program sebelumnya dan rencana perbaikan ke depan
b.	Upacara penutupan
c.	Pemberian sertifikat dan bantuan barang stimulant
d.	Pengembalian pada orang tua dan  instansi pengirim
e.	Case conference
f.	Melanjutkan sekolah/kuliah, kursus/kerja atau wiraswasta
6.	Pembinaan lanjut (aftercare)
a.	Monitoring eks klien, keluarga dan tempat kerja/usaha/sekolah
b.	Komunikasi via surat, alat elektronik lain dan hotline service
c.	Bantuan pengembangan usaha
d.	VCT
e.	Family & Peer support group (untuk TC Narcotic Anonymous dan 12 langkah)

Hasil Wawancara dengan Warga Binaan Rehabilitasi Sosial ANKN Surabaya Di Balongsari
Hasil penelitian diperoleh dari wawancara dengan pecandu narkoba  Rehabilitasi Sosial ANKN Surabaya di Balongsari  dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2015. Wawancara dilakukan dengan beberapa pecandu narkoba antara lain :
1.	Suwanto yang merupakan warga binaan Rehabilitasi Sosial ANKN Balongsari Surabaya dalam  kasus pecandu narkotika yang sudah tinggal di Unit Pelayanan Terpadu Rehabilitasi Sosial Anak Nakal dan Korban Napza selama 8 bulan.
2.	Ariel Perkasa Mardianto yang merupakan warga binaan Rehabilitasi Sosial ANKN Balongsari Surabaya dalam kasus pecandu narkotika yang sudah tinggal di Unit Pelayanan Terpadu Rehabilitasi Sosial Anak Nakal dan Korban Napza selama 1 tahun 2 bulan.
3.	Irvan Hardian Wibowo yang merupakan warga binaan Rehabilitasi Sosial ANKN Balongsari Surabaya dalam kasus pecandu narkotika yang sudah tinggal di Unit Pelayanan Terpadu Rehabilitasi Sosial Anak Nakal dan Korban Napza selama 10 bulan.
Berdasarkan wawancara dengan pecandu narkoba di Rehabilitasi Sosial ANKN Balongsari Surabaya, maka pecandu yang menjadi warga binaan rata-rata motifnya coba-coba dan usia rata-ratanya adalah usia produktif lebih khususnya para pelajar karena rasa ingin tahunya. Rata-rata pekerjaannya  sebagai pelajar dan pegawai swasta. Adapun hasil wawancara dengan pecandu narkoba menghasilkan data tentang tahapan proses rehabilitasi sebagai berikut: 
Proses pelaksanaan rehabilitasi berada di bawah naungan Unit Pelayanan Terpadu Rehabilitasi Sosial Anak Nakal dan Korban Napza. Proses rehabilitasi berlangsung melalui tahapan-tahapan :
Tahapan Pelayanan dan Rehabilitasi
1.	Pendekatan awal (engagement, intake, contact and contract)








2)	Pengecekan surat-surat, kesepakatan kontrak pelayanan
3)	Pencatatan ke dalam buku registrasi








3)	Pengenalan lingkungan UPT Rehsos ANKN
4)	Bhakti UPT
5)	Pembangkitan motivasi (misalnya outbond, emotional interview untuk klien TC, dll)
6)	Pengenalan program (walking paper untuk TC dan pencegahan kekambuhan)
7)	Case conference

2.	Pengungkapan dan pemahaman masalah (assessment)
a.	Observasi dan wawancara klien
b.	Penggalian bakat, minat serta potensi dan rencana masa depan klien
c.	Tes psikologi
d.	Tes tulis semua pelajaran termasuk keterampilan
e.	Case conference
f.	Penempatan pada program pelayanan sesuai dengan minat dan bakat

3.	Penyusunan rencana pemecahan masalah (planning)
a.	Penyusunan kurikulum dan jadwal kegiatan
b.	Menyusun kebutuhan instruktur
c.	Membuat kontrak dengan instruktur
d.	Rapat penjelasan program kepada semua pemangku kepentingan
e.	Merencanakan semua kebutuhan penunjang
f.	Case conference

4.	Tahap pemecahan masalah/tahap pembinaan dan bimbingan (intervention)
a.	Pembinaan
1)	Bimbingan fisik
Permakanan, pemeliharaan kesehatan-kebersihan dan kerapian diri, tes urine secara berkala, spot check-registrasi dan pengasramaan, VCT, olah raga, senam SKJ/jalan-jalan pagi, aerobik, baris berbaris, permainan kreatifitas, kesehatan lingkungan, dll)
2)	Bimbingan mental-spiritual (keagamaan) Ceramah agama, belajar Al-qur’an/iqro, ceramah agama/etika beragama, belajar shalat, imam tarawih dan kultum, shalat tahajud/shalat dhuha, peringatan hari besar agama, ruqyah, dan lain-lain.
3)	Bimbingan mental-intelektual Rona-rona kapita selekta, penyuluhan kesehatan, penyadaran hukum, pengenalan program UPT, pencegahan NAPZA, perpustakaan dan mading, untuk TC berbagai seminar di kelas, testimoni.	
4)	Bimbingan mental-psikologi Konsultasi psikologi, penyuluhan psikologi, tes psikologi, kedisiplinan/PUD.
5)	Bimbingan sosial Pra outbond, outbond, morning meeting, pembekalan PBK/magang, terapi kelompok/dinamika kelompok, etika dan budi pekerti, relasi dan komunikasi, pemberian motivasi dan bimbingan hidup, manusia dan perkembangannya, perilaku menyimpang, khusus TC 4 strucrures 5 pillars, unwritten philosophy, dll.
6)	Bimbingan dan pelatihan keterampilan Keterampilan service sepeda motor dan tambal ban, service mobil dan stir, las (listrik dan asetilin), dan kewirausahaan. Di AN, tanpa keterampilan service mobil. Tambahan TC survival skill untuk recovery
b.	Home visit
c.	Resosialisasi/re-integrasi
1)	Family support group (FSG)
2)	Peer Support group
3)	Kos, magang, kembali ke sekolah, kuliah, bekerja, membuka usaha sendiri.
d.	Case conference

5.	Evaluasi, terminasi dan rujukan
a.	Penilaian kekurangan dan kelebihan program sebelumnya dan rencana perbaikan ke depan
b.	Upacara penutupan
c.	Pemberian sertifikat dan bantuan barang stimulant
d.	Pengembalian pada orang tua dan  instansi pengirim
e.	Case conference
f.	Melanjutkan sekolah/kuliah, kursus/kerja atau wiraswasta

6.	Pembinaan lanjut (aftercare)
a.	Monitoring eks klien, keluarga dan tempat kerja/usaha/sekolah
b.	Komunikasi via surat, alat elektronik lain dan hotline service
c.	Bantuan pengembangan usaha
d.	VCT
e.	Family & Peer support group (untuk TC Narcotic Anonymous dan 12 langkah)

Hasil Wawancara dengan Petugas Rehabilitasi Sosial ANKN Surabaya  Tentang Kiat-kiat Pelaksanaan Rehabilitasi
Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas unit pelayanan terpadu rehabilitasi sosial anak nakal dan korban napza melakukan beberapa kiat-kiat untuk mensukseskan program rehabilitasi. Adapun kiat-kiatnya sebagai berikut :
1.	Memahami para pecandu narkoba dengan observasi dan wawancara
2.	Menggali bakat dan minat serta potensi dan rencana masa depan 
3.	Test psikologi dan test tulis semua pelajaran dan keterampilan
4.	Menempatkan para pecandu pada program pelayanan yang sesuai dengan minat dan bakat
5.	Pembinaan baik secara mental atau fisik
6.	Menjadwalkan rutinitas sehari – hari 
7.	Memberikan bekal keagamaan secara mendalam 

Hasil Wawancara dengan Warga Binaan Rehabilitasi Sosial ANKN Surabaya Di Balongsari tentang Kiat-kiat Pelaksanaa Rehabilitasi
Berdasarkan hasil wawancara dengan warga binaan di Rehabilitasi Sosial ANKN Surabaya di Balongsari diperoleh hasil bahwa kiat-kiat yang di lakukan oleh petugas untuk mensukseskan program rehabilitasi adalah  :
1.	Memberi semangat pada  para pecandu narkoba dengan cara mengajak bicara dan berkeliling ke kamar-kamar warga binaan, sehingga warga binaan mempunyai semangat untuk rajin mengikuti tahapan rehabilitasi. 
2.	Mengajak warga binaan untuk melakukan berbagai kegiatan sesuai dengan bakat dan minat serta potensinya sebagai bekal jika sudah dinyatakan sembuh dan diijinkan pulang. Warga binaan diupayakan untuk selalu sibuk agar tidak punya waktu luang untuk  berkumpul dengan pecandu  narkoba dan mempunyai kegiatan yang positif
3.	Mengadakan ceramah keagamaan dan ceramah-ceramah  social agar warga binaan dapat sabar dan mampu mengendalikan emosinya

Pembahasan
Pembahasan Tentang Penegakan Peraturan Menteri Sosial RI No. 26/2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza
Pasal 54 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi bahwa “pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”.  Sesuai bunyi Pasal 54 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka seharusnya pecandu dan penyalahgunaan Napza  wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Oleh karena itu pemerintah harus menyediakan fasilitas agar dapat melaksanakan rehabilitasi baik yang bersifat medis maupun yang bersifat sosial. 
Penelitian ini hanya menggambarkan rehabilitasi sosial bagi korban penyalahgunaan Napza yang ada di Surabaya. Fasilitas rehabilitasi sosial di daerah dibebankan pada pemerintah daerah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 Peraturan Mendagri No. 21/2013 yang berisi tentang :
(1)	Gubernur melakukan fasilitas pencegahan penyalahgunaan narkotika di provinsi dan kabupaten/kota di wilayahnya
(2)	Bupati/walikota melakukan fasilitas pencegahan penyalahgunaan narkotikadi kabupaten/kota
(3)	Pelaksanaan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terkait dengan pencegahan dan penyalahgunaan narkotika yang dikoordinasikan oleh Kepala SKPD yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik. 
Berdasarkan ketentuan tersebut, maka UPT ANKN Surabaya melaksanakan salah satu tugas provinsi dan kabupaten/kota yaitu merehabilitasi sosial korban penyalahgunaan narkotika yang dititipkan ke UPT tersebut.
	UPT ANKN telah melakukan tahapan rehabilitasi sosial yang dimulai dari pendekatan awal sampai pada pembinaan lanjut. Tahapan ini dilakukan berdasarkan pada Pasal 11 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Mensos RI No. 26/2012. Tahapan proses rehabilitasi social sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mensos tersebut oleh UPT ANKN Surabaya kemudian dijabarkan dalam pedoman pelaksanaan rehabilitasi sosial secara terperinci.
 	UPT ANKN Surabaya  telah melakukan tahapan-tahapan rehabilitasi sosial secara menyeluruh. Rehabilitasi sosial telah dilakukan mulai tahapan awal sampai dengan pembinaan lanjut oleh petugas UPT dengan baik. Hal ini terbukti dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan korban penyalahgunaan Napza yang direhabilitasi di UPT ANKN Surabaya. Keterengan mereka mendukung keterangan yang diberikan petugas UPT ANKN Surabaya kepada peneliti.
	Setiap tahapan dalam rehabilitasi sosial yang dilakukan oleh UPT ANKN Surabaya selalu diakhiri dengan case conference. Hal ini bertujuan agar pelaksanaan tahap berikutnya dapat berjalan dengan lancar. Hasil dari case conference dapat dijadikan rujukan yang akurat dalam melaksanakan tahapan berikutnya. 

Pembahasan Kiat-kiat UPT ANKN Surabaya dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial
Sesuai pendapat  Soerjono Soekanto penegakan hukum akan terhambat jika salah satu faktor yang mempengaruhinya tidak berjalan dengan baik. Adapun faktor tersebut meliputi :
1.	Faktor hukumnya sendiri.
2.	Faktor penegak hukum.
3.	Faktor sarana atau fasilitas.
4.	Faktor masyarakat.
5.	Faktor kebudayaan.
Uraian di atas menunjukkan bahwa keberhasilan suatu program dipengaruhi oleh berbagai hal. UPT ANKN Surabaya berhasil melakukan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan Napza karena didukung oleh faktor-faktor yang memepengaruhinya. Keberhasilan UPT ANKN diawali dengan memerinci aturan tahapan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial yang tercantum dalam Permensos No. 26/2012 dalam pedoman khusus yang berlaku dalam UPT tersebut. Berdasarkan pedoman tersebut mereka melakukan tahapan awal seperti mengobservasi dan mewawancari korban guna mendapatkan data yang berkaitan dengan bakat, minat serta potensi korban. Mereka juga melakukan tes psikologis, pelajaran dan ketrampilan sebagai bahan untuk merencanakan penempatan, pembinaan dan jadwal rutin bagi korban penyalahgunaan napza. Setelah semua rencana pembinaan dan penempatan selesai, barulah mereka membuat jadwal kegiatan rutin bagi korban penyalahgunaan napza. Guna kebutuhan segi psikologisnya mereka juga memberikan bekal keagamaan secara mendalam. 
Tahapan yang dilakukan oleh petugas UPT ANKN Surabaya menunjukkan bahwa petugas UPT telah memahami dan mempunyai bekal yang cukup dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Arinya berdasarkan teori Soerjono Soekanto, aparat pelakananya sangat mendukum program rehabilitasi sosial bagi korban penyalahgunaan Napza di Surabaya.




Berdasarkan penulis maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.
1.	Pelaksanaan tahapan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan napza di UPT ANKN Surabaya  sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial RI No. 26/2012.  UPT ANKN Surabaya telah melakukan tahapan rehabilitasi sosial yang dimulai dari tahap awal yaitu pemhaman terhadap korban sampai dengan pembinaan lanjutan secara rinci. Pada setiap tahapan dilakukan case conference, hasilnya dijadikan pijakan guna melaksanakan tahapan selanjutnya.
2.	Kiat-kiat yang dilakukan oleh UPT ANKN Surabaya dalam melaksanakan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan napza meliputi pembuatan pedoman pelaksanaan rehabilitasi sosial yang sesuai dengan Pasal 11 samapi 18 Permensos RI No. 26/2012. Selain itu aparat pelaksananyapun berusaha untuk melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Pelaksanaan tugas diawali dengan melakukan wawancara dan observasi pada korban sehingga mereka dapat memahami korban. Pemahaman terhadap korban mempermudah mereka dalam melakukan tahapan-tahapan rehabilitasi sosial.

Saran
Peneliti memberikan saran kepaqda pembaca melalui tulisan ini bahwa diharapkan :
1.	Bagi Petugas Panti Rehabilitasi Sosial Anak Nakal dan Korban Napza (ANKN) Surabaya di Balongsari diharapkan untuk mepertahankan pelayanan dan failitas terhadap warga binaan penyalahgunaan Narkotika.
2.	Bagi Warga Binaan Panti Rehabilitasi Sosial Anak Nakal dan Korban Napza (ANKN) Surabaya Di Balongsari diharapkan untuk lebih kooperatif dalam proses rehabilitasi agar dapat sembuh dari Narkotika.
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